BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis

deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di
Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto sudah efektif. Idikatornya adalah
terdapat perubahan sikap dan peningkatan kesadaran sebagian narapidana
untuk tidak mengunakan narkotika kembali, dan sebagian penyitas
menjadi relawan dalam proses pembinaan di Lapas.

Hambatan pelaksanaan efektifitas program rehabilitasi di Lapas Narkotika
Kelas III Sawahlunto adalah sarana dan prasarana yang tidak sepadan

dengan jumlah klien (narapidana).

B. Saran

1.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto,
Diperlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih individual dan
berkelanjutan agar program rehabilitasi tidak hanya bersifat administratif,
tetapi benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku dan kesadaran
narapidana secara menyeluruh.

Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, Badan Narkotika Nasional dan dinas
kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama
dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi,

baik dari segi tenaga profesional maupun program rehabilitasi terpadu.
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3. Bagi Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan melengkapi sarana untuk
rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di setiap Lapas untuk mengurangi

beban Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.
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